
 

 
 

 

 

BUPATI TABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR  65 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

  URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TABALONG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABALONG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati 

Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu menyusun 

dan merumuskan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tabalong; 

  b. 

 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tabalong;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 

II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 
 

  
 

2. 

 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);  

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

SALINAN 
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  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  
Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
  5. 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

 

  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 
2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan 

Bangsa Dan Politik; 
 

  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 

2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan 
Bangsa Dan Politik; 

 

  8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita 

Daerah Tabalong Tahun 2019 Nomor 44); 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. 

6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tabalong. 
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8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tabalong. 

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tabalong. 

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tabalong. 

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tabalong. 

12. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tabalong. 

13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tabalong. 

14. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tabalong. 

15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tabalong. 

 
BAB II 

  URAIAN TUGAS 

 
Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

 

Pasal 2 
 

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut : 

a. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri 

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang pembinaan 

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial 
dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, 
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serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan 

kegiatan kesekretariatan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
Bagian Kedua 

Sekretaris 

 

Pasal 3 
 

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran di lingkungan 
Badan Kesatuan Bangsa Politik; 

b. membina dan mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi 

program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
c. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik; 

d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di 
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi 

efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 1 

        Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan 
  

Pasal 4 

 
Uraian tugas Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan sebagai berikut : 

a. menyiapkan  program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 

Politik; 

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan 
Kesatuan Bangsa Politik; 

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; 
d. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi 

dan pembukuan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi 
keuangan; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 

dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 5 

 
Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : 
 

a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 
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administrasi umum dan kepegawaian; 
b. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi umum 

perkantoran dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; 

c. melaksanakan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian 
berdasarkan pada perencanaan kegiatan yang telah disusun; 

d. melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;  
e. melaksanakan urusan perelngkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa Politik; 

f. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa Politik; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
 

Bagian Ketiga 

 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,  
Sosial Budaya dan Agama 

 

Pasal 6 
 

Uraian Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,  

Sosial Budaya dan Agama sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan; 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan; 
c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan; 

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan; 
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 

bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial 
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 
 

 

Paragraf 1 
Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
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Pasal 7 
 

Uraian tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, 
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 

kebangsaan; 

b. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan; 

c. merumuskan kebijakan di di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

e. melaksanakan kordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan 

wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama  

 
Pasal 8 

 

Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 
sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan; 

b. menyusun program kerja di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan; 
c. merumuskan kebijakan di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan; 
d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan; 
e. melaksanakan kordinasi di bidang  ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan; 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang  ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 

serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

 

Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 
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Pasal 9 
 

Uraian tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

sebagai berikut : 
a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asing; 

c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 
d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 
ormas dan ormas asing; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 
 

 

Paragraf 1 

Sub Bidang Politik Dalam Negeri 
 

Pasal 10 

 
Uraian tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik; 

b. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik; 

c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik; 
d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
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partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 
situasi politik; 

e. melaksanakan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, pemantauan situasi politik; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

 

Paragraf 2 
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan 

 

Pasal 11 
 

Uraian tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut : 
 

a. menyiapkan bahan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 
b. menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

c. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

d. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 
e. melaksanakan kordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang; pendaftaran 

ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan ormas asing ; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 
 

 

Bagian Kelima 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

 

Pasal 12 
 

Uraian tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai 

berikut: 
a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik; 
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik;  

c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik;  
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d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik; 
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 1 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen 
 

Pasal 13 

 
Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen  sebagai 

berikut : 

a. menyiapkan bahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan; 

b. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan; 
c. merumuskan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan; 

d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan; 

e. melaksanakan kordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan; dan  
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Sub Bidang Penanganan Konflik 

 

Pasal 14 
 

Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Konflik sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan di bidang penanganan konflik; 
b. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik; 

c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan konflik; 



10 

 

 
 

d. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik; 
e. melaksanakan kordinasi di bidang penanganan konflik; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan 

konflik; dan  
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong 

Nomor 36 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 36) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 16 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. 
    

 

 

   

 

  
Ditetapkan di Tanjung 

pada tanggal 30 Desember 2020 

 
BUPATI TABALONG, 

 

           TTD 
 

ANANG SYAKHFIANI 

 
 

 

Diundangkan  di Tanjung 

pada tanggal 30 Desember 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 

 
                   TTD 

 

ABDUL MUTHALIB SANGADJI 
 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN  2020 NOMOR 67 
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